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BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
NOMOR : 97                             2019                                  SERI : E                                                                                                

 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
NOMOR  97  TAHUN 2019 

 
TENTANG 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 
PEMBANGUNAN KOTA BEKASI  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BEKASI, 

Menimbang 
 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 265 sampai 
dengan Pasal 306 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, maka perlu diatur Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi; 
 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 
Pembangunan Kota Bekasi.  
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Mengingat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 
 

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 
 

 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 578); 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana Pembangunan  
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

 
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Kota Bekasi (lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 
Nomor 6 Seri E); 

 
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri 
E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 
Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri 
E); 

 

19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 27.A Seri E). 
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Menetapkan : 
 

                         MEMUTUSKAN : 
 
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA 
BEKASI   

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :  
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.  
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.  
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.  
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah.  

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis 
perencanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi.  

7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kota Bekasi.  

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 
yang dipimpinnya. 

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat  
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa. 

10. Monitoring adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan 
atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan 
tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil 
pengamatan, tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil 
keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.  
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11. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang 
dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang 
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.  

12. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan 
rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi 
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil 
tindakan sedini mungkin.  

13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan 
standar.  

14. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan 
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber 
daya yang ada.  

15. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan 
rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan 
dokumen perencanaan selama periode satu tahun.  

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua 
puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah 
dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat.  

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun.  

18. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 
periode 1 (satu) tahun.  

19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari 
RPJMD yang mengacu pada RKP.  

20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan 
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah 
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.  
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21. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus 

menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk 
mewujudkan visi daerah.  

22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan.  

23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  

24. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemimpinan di bidang tertentu yang 
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan membangun.  

25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.  

26. Kegiatan adalah bagian dari progam yang dilaksanakan oleh satu atau 
lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang 
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.  

27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan 
kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, 
penerima manfaat maupun penanggung resiko.  

28. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau 
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas yang terukur.  

29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya yang disebut 
dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun 
rencana pembangunan daerah.  
 

30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan 
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.  
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31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program 
sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.  
 

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  
 

33. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
 

34. Tahap Persiapan adalah proses penyiapan sarana dan prasarana 
penunjang. 
 

35. Tahap Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 
sebuah rencana kegiatan. 
 

36. Tahap Pelaporan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu 
aktifitas dalam bentuk tulisan diatas kertas. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 
 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:  
a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan  

pembangunan; 
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana  pembangunan; 
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;  
d. Pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan daerah. 
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BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Bagian Kesatu 

 
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan Perencanaan 

Pembangunan  
 

Pasal 3 
Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan 
daerah, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, 
jangka menengah, dan tahunan Daerah. 
 

Pasal 4 
(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka 

panjang daerah, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok 
dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. 
 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal 
sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dapat menjamin perumusan: 
a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka 

panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran 
pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan 
nasional; 

b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras 
dengan arah dan kebijakan RTRW; 

c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras 
dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah 
kabupaten/kota lainnya; 

d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selaras dengan RTRW 
kabupaten/kota lainnya; 
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e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan 
prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional; 

f.    penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah 
sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan 

g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD. 
 
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan 
perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, telah mengacu pada 
RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW serta memperhatikan 
RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. 

 
Pasal 5 

 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan 

kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. 
 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 
 

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan 
kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada 
Wali Kota. 
 

(4) Wali Kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan 
kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada 
Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi. 

 
Pasal 6 

 
Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup kebijakan 
perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD. 
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Pasal 7 
 

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup perumusan visi 
dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, 
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator 
kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran 
RPJMD. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan 
sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan. 
 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dapat menjamin perumusan: 
a. visi dan misi Perangkat Daerah berpedoman pada visi dan misi 

pembangunan jangka menengah Daerah; 
b. strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi 

dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah; 
c. rencana program, kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada 

kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah 
Daerah serta melaksanakan KLHS; 

d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 
Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program 
prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah 
daerah; 

e. indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan 
sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan; 

f.    penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan 
penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah 
daerah.  
 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan 
kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman 
pada RPJMD serta melaksanakan KLHS. 
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Pasal 8 
 

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah. 
 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan 
tindakan perbaikan/penyempurnaan. 
 

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi 
perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Wali Kota melalui kepala Bappeda. 

 
      Pasal 9 

 
(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi 

perumusan kebijakan perencanaan strategik Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). 
 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan 
rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti 
oleh Kepala Perangkat Daerah. 
 

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut 
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
kepala Bappeda. 

Pasal 10 
 

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah 
jangka menengah mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah 
kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program 
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja 
Daerah. 
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(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 

pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal 
sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dapat menjamin perumusan: 
a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program 

pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan visi, misi, 
arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta 
pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah; 

b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program 
pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, 
kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, 
kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan 
pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan 
kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah; 

c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah 
daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah 
kabupaten/kota lainnya; 

d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan 
pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah kabupaten/kota 
lainnya; 

e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 
mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka 
menengah daerah; dan 

f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD. 
 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan 
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, berpedoman 
pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD provinsi dan 
memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya. 
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Pasal 11 
(1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. 
 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervise sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 
 

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap 
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada 
Wali Kota. 
 

(4) Wali Kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan 
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada 
Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi. 

 
Pasal 12 

 
Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mencakup perumusan kebijakan Renja 
Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD. 

 
Pasal 13 

 
(1) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan 
kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan 
indikatif Perangkat Daerah. 
 

(2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap 
penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah 
ditetapkan. 
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(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan 
kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan 
indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program 
dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras 
dengan Renstra Perangkat Daerah. 
 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan 
kebijakan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada RKPD dan 
Renstra Perangkat Daerah. 

Pasal 14 
 

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. 
 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan 
tindakan perbaikan/penyempurnaan. 
 

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi 
perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada kepala Bappeda. 

Pasal 15 
 

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi 
perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). 

 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA menyampaikan 
rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti 
oleh kepala Perangkat Daerah. 
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(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut 
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
kepala Bappeda. 

Pasal 16 
(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan 

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mencakup perumusan 
prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas 
daerah. 
 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal 
sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. 
 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dapat menjamin perumusan: 
a. sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan 

RKPD, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang 
ditetapkan dalam RPJMD; 

b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, 
sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan 
dalam RPJMD; 

c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, 
sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama 
program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah 
daerah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah 
perbatasan antar daerah kabupaten/kota; 

d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun 
RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka 
menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan 
daerah Provinsi; dan 

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD. 
 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
digunakan   untuk   mengevaluasi   dan   memastikan   bahwa   
perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu 
pada RKPD Provinsi. 
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Pasal 17 

 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan 

kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah. 
 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervise sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 
 

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan 
kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Wali Kota. 

 
Bagian Kedua 

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan 

 
Pasal 18 

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah 
meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD. 

 
Pasal 19 

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah 
kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan 
jangka panjang daerah. 
 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD. 
 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka 
panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, 
misi, tujuan dan sasaran RPJMD. 
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(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, 
sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, 
telah dilaksanakan melalui RPJMD. 
 

Pasal 20 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

RPJPD. 
(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan RPJPD kepada Wali Kota. 
 

Pasal 21 
 

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 
dan RPJMD. 

Pasal 22 
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mencakup indikator kinerja 
Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran 
dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat 
Daerah. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat 
Daerah. 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dapat menjamin: 
a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, 

serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah 
dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok 
sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah; 
dan 
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b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan 
dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah. 
 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja 
Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan 
pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam 
upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, 
telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah. 

 
Pasal 23 

 
(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah. 
 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan 
tindakan perbaikan/penyempurnaan. 
 

(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi 
Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui kepala Bappeda. 

 
Pasal 24 

 
(1) Kepala BAPPEDA menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD. 
 

(2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Wali Kota melalui 
kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah 
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah. 
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(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut 
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Wali Kota melalui kepala Bappeda. 

 
Pasal 25 

 
(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana 
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. 
 

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan 
RPJMD. 
 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dapat menjamin: 

a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani 
dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan 
daerah; dan 

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan 
pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan 
kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan 
tahunan daerah. 
 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program 
pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai 
kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah 
dilaksanakan melalui RKPD. 

 
Pasal 26 

 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJMD. 
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(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 
 

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan 
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada 
Wali Kota. 

Pasal 27 
 

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21, mencakup Renja Perangkat Daerah dan RKPD. 

 

Pasal 28 
 

(1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu 
indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran. 
 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah. 

 
Pasal 29 

 
(1) Pemantauan dan supervisi terhdap penyusunan RKA Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), harus dapat menjamin 
agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja 
serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah. 
 

(2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan 
kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat 
Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. 
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Pasal 30 

 
(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. 
 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil 
langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat 
Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. 
 

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil 
pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Wali Kota melalui Kepala Bappeda. 

 
Pasal 31 

 
(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan 

dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan 
oleh kepala Perangkat Daerah. 
 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ 
penyimpangan, Wali Kota melalui kepala Bappeda menyampaikan 
rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat 
Daerah untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah. 
 

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ 
penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota 
melalui kepala Bappeda. 
 

Pasal 32 
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, 
rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif. 
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(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 

pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD. 
 

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, 
rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang 
ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, 
PPAS dan APBD. 
 

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan 
prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan 
prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun  kedalam rancangan 
KUA, PPAS dan APBD. 

Pasal 33 
 

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
RKPD. 
 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 
 

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada 
Wali Kota. 

 
Bagian Ketiga 

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan 
 

Pasal 34 
Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, 
RPJMD, RKPD. 
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Pasal 35 
 

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 
mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk 
mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang 
daerah. 
 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
penilaian hasil pelaksanaan RPJPD. 
 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk 
mengetahui: 
a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD 

dengan capaian sasaran RPJMD; dan 
b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan 

RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah 
Provinsi. 
 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk 
memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan 
pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mewujudkan 
visi pembangunan jangka panjang Provinsi. 
 

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 
dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD. 

 
Pasal 36 

 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD. 

 
(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan 

adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 
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(3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD 
untuk periode berikutnya. 
 

(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Wali 
Kota. 
 

(5) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi. 

 
Pasal 37 

 
(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan 
pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya 
mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. 
 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
penilaian hasil pelaksanaan RPJMD. 
 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk 
mengetahui: 
a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan 

pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan 
prioritas daerah dalam RKPD; dan 

b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang 
direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas 
pembangunan jangka menengah daerah Provinsi. 
 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk 
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka 
menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan 
jangka panjang daerah. 
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(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 
dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD. 

 
Pasal 38 

 
(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD. 

 
(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan 

adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 
 

(3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD 
untuk periode berikutnya. 
 

(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Wali 
Kota. 
 

(5) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat. 

 
Pasal 39 

 
Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah 
dan hasil RKPD. 

 
Pasal 40 

 
(1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan 
kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.  
 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah. 
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(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk 
mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan 
dana dan kendala yang dihadapi. 
 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk 
memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja 
Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan 
sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas 
pembangunan tahunan daerah. 
 

(5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan 
dalam tahun anggaran berjalan. 

 
Pasal 41 

 
(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja 

Perangkat Daerah. 
 

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan 
adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah 
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 
 

(3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan 
Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya. 
 

(4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota melalui kepala 
Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan. 

 
Pasal 42 

 
(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4). 
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(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) ditemukan 
adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Wali Kota melalui kepala 
Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan 
untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah. 
 

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut 
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Wali Kota melalui kepala Bappeda. 

 
Pasal 43 

 
(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana 
program dan kegiatan prioritas daerah. 
 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 
penilaian hasil pelaksanaan RKPD. 
 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk 
mengetahui: 
a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah 

dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan 
yang dilaksanakan melalui APBD; dan 

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan 
dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD. 
 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk 
memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah 
dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan 
jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan 
daerah Provinsi. 
 

(5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan  menggunakan hasil 
evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah. 
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Pasal 44 
 

(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD. 
 

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan 
adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan 
tindakan perbaikan/penyempurnaan. 
 

(3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD 
kota untuk tahun berikutnya. 
 

(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Wali 
Kota. 
 

(5) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi. 

 
Bagian Keempat 

Pengendalian Dan Evaluasi Serta Pelaporan Terhadap  
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan  

 
Pasal 45 

 
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan 
oleh masing-masing Perangkat Daerah, Bappeda, Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kota. 

 
Pasal 46 

 
(1) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 45 dilaksanakan dengan ketentuan : 
a. Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

capaian program dan kegiatan serta penyerapan keuangan pada 
masing-masing Perangkat Daerah dan memberikan laporan progres 
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran ke Bappeda. 
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b. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kesesuaian 
antar dokumen perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan tahapan 
kegiatan yang sudah direncanakan dan memberikan rekomendasi  
tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kepada perangkat daerah 
diantaranya melalui pemantauan lapangan. 

c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan 
Pengendalian dan evaluasi terhadap ketersediaan anggaran, 
kesuaian alokasi triwulan dengan rencana penyerapan keuangan dan 
konsistensi Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dengan barang 
jasa yang tercantum dalam DPA. 

d. Inspektorat Kota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 
dan kegiatan pengawasan lainnya. 

e. Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan melakukan pengendalian 
dan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan pembangunan 
dengan visi misi dan kebijakan pembangunan daerah. 

f. Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Jasa melakukan 
pengendalian dan evaluasi terhadap konsistensi Rencana Umum 
Pengadaan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 

 
(2) Pemantauan lapangan sebagaimana tersebut pada huruf (b) diatas, akan 

diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 

 
Pasal 47 

 
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan dengan memperhatikan : 
a. capaian output kegiatan terhadap target/sasaran output kegiatan yang 

direncanakan; 
b. realisasi penyerapan keuangan; 
c. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan; dan 
d. kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana 

kegiatan. 
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Pasal 48 

 
(1) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan bulanan dan triwulan 

pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah; 
 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali 
Kota melalui Kepala Bappeda sebagai berikut : 
a. laporan Kegiatan Bulanan (Fisik dan Keuangan) kegiatan bulan 

berjalan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan 
berikutnya; 

b. laporan Kegiatan Triwulan di sampaikan paling lambat tanggal 5 
April (triwulan I), 5 Juli (triwulan II), 5 Oktober, (triwulan III), 5 
Desember (per November triwulan IV) dan 10 Januari tahun 
berikutnya (per 31 Desember triwulan IV) ; 

c. bila dalam bulan atau triwulan yang bersangkutan tidak ada 
kemajuan pelaksanaan kegiatan, laporan bulanan dan triwulan tetap 
dibuat dan dikirim sesuai dengan waktu pelaporan, berikut 
penjelasan tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya 
pemecahan masalahnya. 
 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 
5 (lima) hari kerja setelah bulan dan triwulan bersangkutan berakhir; 
 

 

(4) Dasar perhitungan capaian kinerja fisik kegiatan pembangunan, dihitung 
berdasarkan 3 (tiga) tahapan yaitu : 
a. tahap Persiapan; 
b. tahap Pelaksanaan; dan 
c. tahap Pelaporan. 

 

 
 
 

 
 

 

 

(5) Tata cara penyampaian laporan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana 

yang dimaksud dalam ayat (1) hingga (5) tersebut diatas dilakukan 

melalui Aplikasi E-Monev dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 

lainnya. 
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Pasal 49 

 

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan triwulanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disajikan paling sedikit dengan memuat 

laporan realisasi penyerapan keuangan dan capaian kinerja fisik kegiatan 

pembangunan yang dikelola oleh Perangkat Daerah. 
 

Pasal 50 
 

(1) Bappeda melaksanakan Pengendalian kegiatan pembangunan 

berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi yang ditindaklanjuti dengan 

Surat Perintah Tugas oleh Kepala Bappeda tentang Kelompok Kerja 

Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan; 
 

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai 

berikut : 

a. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

kegiatan pembangunan daerah; 

b. menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian sebagai 

bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah oleh 

Pokja Pengendalian, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun Anggaran berjalan; dan  

c. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian dan 

evaluasi kegiatan pembangunan setiap triwulan. 

 

(3) Rapat pra Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan setelah tim Kelompok 

Kerja melakukan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan dalam 

rangka pembahasan permasalahan guna mendapatkan solusi atas 

permasalahan yang dihadapi. 
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Bagian Kelima 
Tata Cara Pelaksanaan Rapat Koordinasi  

Pengendalian dan Evaluasi 
 

Pasal 51 
 

Rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan dilakukan 
berdasarkan hasil laporan pengendalian dan evaluasi  yang disampaikan oleh 
Kepala Bappeda dari seluruh Perangkat Daerah dan dihadiri oleh Wali Kota. 

 

Pasal 52 
 

Rapat Koordinasi dan evaluasi Kegiaan Pembangunan dilaksanakan 

pertriwulan setiap minggu kedua bulan April, bulan Juli, bulan Oktober dan 

untuk Triwulan IV dilaksanakan minggu ketiga bulan Desember yang diatur 

dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 

Daerah. 

Pasal 53 

 

Rapat Koordiansi dan evaluasi Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 14 dihadiri oleh : 

a. Kepala Perangkat Daerah ; 

b. PPK Perangkat Daerah; 

c. Pemangku Jabatan lainnya yang memiliki fungsi perencanaan dan/atau 

pengendalian dan evaluasi pada Perangkat Daerah. 

 

Pasal 54 

 

Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 bertujuan : 

a. untuk mengkoordinasikan dan membahas permasalahan yang menjadi 

kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; 
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b. memberikan solusi atas permasalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan tersebut; dan 

c. memaparkan progress penyerapan keuangan dan pencapain kinerja 

kegiatan pembangunan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah. 

 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 55 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
          

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Agustus 2019s 

2019  WALI KOTA BEKASI, 
        Ttd/Cap 
 RAHMAT EFFENDI 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal  23 Agustus 2019s      Agustus 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
                      Ttd/Cap 
            RENY HENDRAWATI 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR  97 SERI E 
 
 
 


